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ABSTRAK 

Nama : Yulina Mardani Putri Siregar 

Program Studi :  D-III Perpajakan 

Judul :  Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan 

Yang Diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus 

Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 

 

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa 

tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

yang diterapkan pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode 

Deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh dari UPT Rumah Sakit 

Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelitian ini 

dapat dikatakan bahwa tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

diterapkan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang NO. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. 

 

Kata Kunci : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 
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ABSTRACT 

Name  : Yulina Mardani Putri Siregar 

Study Program  : D-III Taxation 

Title  : Calculation of Income Tax Article 21 on Income Obtained by 

Permanent Employees of UPT Special Eye Hospital, North 

Sumatra Province Health Office. 

 

Tax is a mandatory contribution of the people to the state treasury that is coercive 

without getting a direct reward. The purpose of this study was to find out how the 

procedure for calculating Article 21 Income Tax is applied to the UPT Special 

Eye Hospital, North Sumatra Province Health Office. The research method used 

is descriptive method. And the type of data used is descriptive data, namely by 

collecting data and analyzing data obtained from the UPT Special Eye Hospital, 

North Sumatra Province Health Office. From the results of this study, it can be 

concluded that the procedure for calculating Income Tax Article 21 which is 

applied by the UPT Special Eye Hospital, North Sumatra Province Health Service 

is in accordance with Law NO. 36 of 2008 concerning Income Tax. 

 

Keywords: Calculation of Income Tax Article 21 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pajak merupakan pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat 

dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan 

negara dari sektor pajak yang merupakan menjadi primadona. Upaya-upaya yang 

dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain, yaitu 

melalui Ekstensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan 

meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) dan Intensifikasi pajak (usaha 

mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari 

dalam) dan perlunya keadilan dalam pengenaan pajak secara adil dan merata serta 

disesuaikan dengan kepastian hukum yang pasti dalam pemungutan pajak bagi 

pembayar pajak. 

 

Iuran rakyat kepada kas negara adalah pajak, yakni peralihan kekayaan 

dari sektor partikulir ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang (dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi), yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

(Soemitro, 1991, dalam Abdul Kadir, 2017). 

 

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Negara 

ini terbagi menjadi tiga yaitu : Official Assessment System yang maksudnya 

adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah 

(fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, Self 

Assessment System yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang 
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kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang 

terutang, With Holding System  adalah pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan jumlah besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 

 

Salah satu jenis penerimaan pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan, 

yang dimana Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak. 

Beberapa jenis pajak penghasilan yaitu terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, 

PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. Dalam hal ini 

penulis akan menjelaskan tentang PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan instansi 

yang akan  diteliti. 

 

Yang dimaksud dengan objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 

penghasilan objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak yang dikenai Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh secara tidak tetap, upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah 

satuan, upah pesangon dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, dan 

penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. 

 

Sementara Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah karyawan atau 

pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, 

penerima honorarium, penerima upah dan orang pribadi yang menerima atau 
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memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari 

pemotong pajak. 

 

Terdapat beberapa perbedaan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan 

yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil tetap dan Pegawai Negeri Sipil  yang 

baru pindah pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Utara, oleh karena itu tata cara perhitungan PPh yang diterima oleh 

objek pajak menjadi penting untuk diperhatikan agar pemotongan pajak tidak 

terjadi kesalahan pada saat perhitungan. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan 

Yang Diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Utara”. 

 

1.2 Indentifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis ingin 

mengidentifikasikan bagaimana penerapan perhitungan pasal 21 terhadap gaji 

pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar permasalahan mengarah pada 

tujuan yang diharapkan, pembahasan akan dibatasi pada Perhitungan PPh Pasal 21 

atas penghasilan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Tetap UPT Rumah Sakit 

Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki NPWP. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yaitu:  

1. Bagaimana perhitungan PPh 21 pada Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit 

Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara? 

2. Apakah Perhitungan PPh 21 yang diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit 

Khusu Mata sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara Perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PER-

31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1).  

2. Bertujuan untuk mengetahui apakah UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memotong pajak sesuai dengan Undang-

Undang Pajak Penghasilan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Diploma 

III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. 

b. Untuk menambah pengetahuan tentang cara Perhitungan PPh pasal 21 di 

UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara. 

c. Untuk melihat penerapan teori yang di dapat selama masa perkuliahan. 
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2. Bagi Universitas Pembangunan Panca Bud 

Guna untuk menambah karya tulis ilmiah pada Program Studi Perpajakan 

sebagai referensi untuk mahasiswa yang melalukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Instansi 

Sajian informasi sebagai masukan berupa ide-ide baru, saran dan kritik yang 

bersifat membangun bagi UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Utara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 

Berdasarkan Undang Undang  Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)  

No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara yang sebanyak-banyaknya guna untuk kemakmuran rakyat.  

 

Menurut Prof. DR. Roehmat Soemitro, S.H (Soemitro, 1991, dalam Abdul 

Kadir, 2017) pengertian dari pajak adalah  “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

 

Menurut Leory Beaulieu “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung 

maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari 

barang, untuk menutupi belanja pemerintah (Brotodihardjo, 2003, dalam Abdul 

Kadir, 2017). 

 

Dari beberapa pengertian pajak tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pengertian pajak adalah: 

1. Pajak dipungut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah 

ditentukan. 



7 
 

 
 

2. Pajak bersifat memaksa. 

3. Pajak yang dibayarkan guna untuk tujuan pembiayaan pemerintah secara 

umum. 

4. Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak terdiri dari dua bagian, yaitu :  

1. Fungsi anggaran (Budgetair) merupakan salah satu fungsi utama dalam pajak, 

yaitu memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan 

belanja negara.  

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu digunakan oleh pemerintah sebagai 

sarana penggerak masyarakat dalam sarana ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

 

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

diubah untuk keempat kalinya pada tahun 2008 diganti dengan Undang-Undang 

No. 36 Tahun 2008 pajak menyatakan bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan 

kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. 

 

Pajak Penghasilan pasal 21 menurut Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-

31/PJP/2012, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib 
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pajak orang pribadi dalam negri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-

undang Pajak Penghasilan. 

 

2.1.4  Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek 

dan objek pajak terdiri atas: 

1. Subjek Pajak Penghasilan, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh Undang-

Undang untuk dikenakan pajak. Subjek Pajak meliputi: 

a. Orang Pribadi 

b. Warisan yang tak terpisahkan 

c. Badan  

d. Badan Usaha Tetap 

2. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud dengan 

penghasilan yang dipotong dari PPh 21 adalah: 

a. Penggantian atau kompensasi dengan pekerjaan jasa yang diterima atau 

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, pensiun, atau 

imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang. 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

c. Laba usaha. 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

e. Penerima pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

tambahan pembayaran pengembalian. 

f. Bunga meliputi premi, diskoto, dan imbalan penjamin pelunasan utang. 

g. Dividen. 

h. Royalti atau imbalan bagi pengguna hak. 
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i. Sewa dan pendapatan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

j. Premi asuransi. 

k. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

l. Surplus Bank Indonesia.  

 

2.1.5 Dasar Pengenaan Pajak 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

75/PMK.03/2010 tentang Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu: 

a. Pegawai Tetap, 

b. Penerima pensiun berkala, 

c. Pegawai tidak menghasilkan pendapatan yang dihasilkan secara bulanan 

atau pendapatan yang diterima dalam satu bulan kalender melebihi Rp 

4.500.000,00  

d. Bukan pegawai selain tenaga ahli, meliputi seniman, olahragawan, 

akademis, agen iklan, distributor multi level marketing dan lainnya yang 

menerima imbalan bersifat berkesinambungan. 

2. Nilai penghasilan yang melibihi Rp 450.000,00 perhari, yang berlaku untul 

pegawai tidak tatap yang menerima upah harian, mingguan, satuan atau 

borongan, sepanjang penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender yang 

belum melebihi Rp 4.500.000,00.  

3. Selanjutnya, 50% dari total penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan 

pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima 

imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. 
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4. Besarnya penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan penerima penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c. 

 

2.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Berdasarkan pasal 7 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan wajib pajak 

orang pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. 

Setiap wajib pajak sudah memiliki kuota PTKP yang dihitung berdasarkan 

status pernikahan dan jumlah tanggungannya.  

Tarif PTKP terbaru yang telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Mentri 

Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, yaitu: 

1. Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi. 

2. Rp 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang berstatus kawin. 

3. Rp 54.000.000 untuk tambahan istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami. 

4. Rp 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang tanggungan untuk setiap 

keluarga.  

Berdasarkan golongan dan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP)  sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak, 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

 

 



11 
 

 
 

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah 

tanggungan wajib pajak 

Golongan Kode Tarif PTKP (2016) 

 

 

Tidak Kawin (TK) 

 

TK/0 Rp 54.000.000 

TK/1 Rp 58.500.000 

TK/2 Rp 63.000.000 

TK/3 Rp 67.500.000 

 

 

Kawin (K) 

 

K/0 Rp 58.500.000 

K/1 Rp 63.000.000 

K/2 Rp 67.500.000 

K/3 Rp 72.000.000 

 

Kawin dengan 

penghasilan 

istri digabung (K/I) 

K/I/0 Rp 112.500.000 

K/I/1 Rp 117.000.000 

K/I/2 Rp 121.500.000 

K/I/3 Rp 126.000.000 

Sumber: https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ptkp-2021/ (2021) 

 

2.1.7 Tarif PPh Pasal 21 

     Tarif PPh pasal 21 adalah tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak orang 

pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Berikut ini tarif progresif pajak 

penghasilan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Pajak 

Nomor PER-32/PJ/2015 yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Tarif Progresif Penghasilan Kena Pajak (2015) 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif pajak 

0 sampai dengan Rp 50.000.000 5% 

diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15% 

diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25% 

diatas Rp 500.000.000 30% 

  Sumber: Dr. Abdul Kadir, SH, Msi (2017) 

https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ptkp-2021/
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     Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-Nomor 31/PJ/2012 Pasal 20 

dijelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak yang belum 

memiliki NPWP, yaitu bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 

yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan 

tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang berlaku kepada wajib pajak yang memiliki 

NPWP. 

 

2.1.8. Tarif PPh Pasal 21 Terbaru Dalam RUU HPP 

 Tarif Pajak yang tercantum dalam PPh Pasal 21 dibebankan kepada Wajib 

Pajak yang berpenghasilan. Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi Pasal 21 ini 

akan dikalikan dengan tarif PPh 21 progresif bagi Orang Pribadi untuk 

mengetahui besarnya Pajak Penghasilan. 

 

      Sebagaimana disebutkan di atas, tarif PPh orang pribadi atau PPh 21 

dinaikkan satu lapis dan penghasilan yang dikenai PPh orang pribadi juga 

berubah. 

1.  Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 

Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun yang 

dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bersih Dikurangi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) terbaru. 

Sedangkan pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto 

dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. 
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Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 

PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan PKP 50% dari total penghasilan 

bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan. 

2.  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Menurut DJP, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai 

pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok wajib pajak dan keluarganya 

dalam satu tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21. 

Seperti diketahui, besaran PTKP dapat berubah sewaktu-waktu melalui 

penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Perubahan besar terakhir di PTKP terjadi pada tahun 2016 sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK. 010/2016. 

Berdasarkan PMK 101/2016, Wajib Pajak tidak dikenakan pajak jika 

penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000 dan 

jumlah PTKP tambahan disesuaikan dengan status Wajib Pajak. 

Dalam RUU HPP, besar PTKP tidak berubah, yakni: 

a. Rp54.000.000 per tahun / Rp4,5 juta per bulan untuk diri Wajib Pajak 

Orang Pribadi lajang tanpa tanggungan. 

b. Tambahan Rp4.500.000 untuk Wajib Pajak yang kawin. 

c. Rp54.000.000 untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut 

telah digabung dengan penghasilan suami. 

d. Tambahan Rp4. 500.000 untuk setiap anggota keluarga kandung serta 

keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. 
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3.  Tarif Pajak Progresif PPh Pribadi Pasal 21 

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi 

menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30%. 

Dalam RUU HPP yang di dalamnya merevisi beberapa undang-undang 

perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak progresif PPh Pribadi 

atau PPh 21 untuk mengetahui PPh Terutang adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Tarif Progresif Penghasilan Kena Pajak 2021 

Lapisan 

Tarif 

Rentang Penghasilan 

(UU PPh) 
Tarif 

Rentang Penghasilan 

(RUU HPP) 
Tarif 

I 0 – Rp50 juta 5% 0 – Rp60 juta 5% 

II >Rp50-250 juta 15% >Rp60 – 250 juta 15% 

III >Rp250-500 juta 25% >Rp250 – 500 juta 25% 

IV >Rp500 juta 30% >Rp500 juta – 5 miliar 30% 

V – – >Rp5 miliar 35% 

      Sumber : https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/ 

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 

20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. 

 

2.1.9. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 

Dalam Peraturan Direktur Jnedral Pajak Nomor PER-31/PJ/20212 dapat 

dijelaskan Perhitungan mengenai PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a) Penghasilan Bruto : 

1) Gaji pokok       xxx 

2) Tunjangan istri      xxx 

3) Tunjangan anak      xxx 

4) Premis asuransi      xxx 

5) Jaminan Kecelakaan Kerja      xxx 

6) Jumlah penghasilan bruto ( 1 s/d 5)    xxx 
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b) Pengurangan : 

7) Biaya jabatan  

(5% x penghasilan bruto, max Rp500.000)   xxx 

8) Iuran pensiun      xxx 

9) Iuran JHT       xxx 

10) Jumlah pengurangan (7 s/d 8)    (xxx)  

c) Perhitungan PPh 21 : 

11) Penghasilan neto sebulan (6 – 10)    xxx 

12) Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11 x 12  xxx 

13) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)   xxx 

14) Penghasilan Kena Pajak setahun (12-13)   xxx 

15) PPh Pasal 21 yang terhutang (14 x tarif pasal 17 ayat 1 (a)) xxx 

16) PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (15 : 12)  xxx 

 

2.1.10. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2009 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (14) yang berbunyi “Surat Setoran 

Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 

dengan menggunakan suatu formulir ke kas negara melalui tempat pembayaran 

yang ditunjukan oleh mentri keuangan”.  

 

Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh 21 sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan yaitu PPh 21 yang dipotong dengan pemotong PPh harus 

disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa 

Pajak. 
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2.1.11. Surat Pemberitahuan  

Dalam hal ini, pengertian SPT menurut Mardiasmo (2011:31) yang 

berbunyi, “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan 

bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan per 

Undang-Undangan Perpajakan.  

 

Surat Pemberitahuan (SPT) terbagi menjadi 2 hal yaitu surat 

pemberitahuan berkala dan surat pemberitahuan tahunan. SPT Masa adalah surat 

pemberitahuan untuk masa pajak tertentu. Sedangkan SPT Tahunan adalah surat 

pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian dari satu tahun pajak. 

 

Berikut terdapat beberapa fungsi SPT menurut Mardiasmo, yaitu : 

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan  

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.  

b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri 

atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lainnya dalam tahun 

pajak.  

c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pengumpul terkait 

pemotongan atau pemungutan pajak bagi orang pribadi atau badan lain 

dalam satu masa pajak. 
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2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak : 

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 

barang mewah asli.  

b.  Melaporkan kredit pajak masukan terhadap pajak keluaran. 

3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak :  

Yaitu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pemotongan 

pajak atau dikumpulkan dan disimpan. 

Berikut menurut Mardiasmo, 2011 (dalam abdul kadir,2017) batas waktu 

penyampaian SPT adalah : 

a) Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah 

berakhirnya masa pajak. 

b) Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak 

orang pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak. 

c) Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak 

badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak. 

 

2.1.12.  Surat Setoran Pajak  

Sarana Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran terutang pajak, media 

yang digunakan adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP), artidari Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang dikeluarkan oleh 

Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh 

Menteri Keuangan.  



18 
 

 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80/PMK.03/2010 Pasal 

2 yang telah diatur mengenai batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak 

adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus 

disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan atau keterkaitan antara 

satu konsep ke konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian 

ini, kerangka berfikir di bawah menggambarkan bahwa dalam hal ini UPT Rumah 

Sakit Khsus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memiliki pegawai 

yang pasti punya penghasilan juga. Itu adalah dasar dari Pemotangan Pajak 

Penghasilan dilakukan kemudian dihitung terlebih dahulu dengan instansi 

tersebut, dari hasil perhitungan menurut instansi itulah Pemotong Pajak 

Penghasilan pada pegawai dilakukan. Jika pemahaman telah baik, maka 

bendahara selaku pemotong, terhadap penghasilan dari beberapa pegawai tetap 

akan cenderung tepat dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak 

penghasilan pasal 21. Salah satu yang merupakan pedoman bagi wajib pajak yang 

menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah UU No. 36 Tahun 2008. 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari proses penelitian, 

yang bertujuan agar suatu proses penelitian dapat terarah sesuai objek yang akan 

diteliti. Sugiono mengatakan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah yang 

digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

yaitu dengan cara mengumpul, menyajikan, dan menganalisis data yang diperoleh 

sehingga hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.  

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Karya Ujung, Kelurahan 

Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera 

Utara. 

 

Dan waktu penelitian ini dilakukan mulai dari Maret 2021 sampai Juni 

2021. 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

 

No. 

 

Aktivitas 

Bulan/Tahun 

Maret 

2021 

April 

 2021 

Mei 

2021 

Juni 

2021 

July 

2021 

1. Pengajuan Judul Tugas Akhir       

2. Penyusunan Tugas Akhir      

3. Bimbingan Tugas Akhir      

4. Perbaikan Tugas Akhir      

5. Sidang Meja Hijau       
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3.3  Defenisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian penggunaan variabel dapat dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu Independent variable dan Dependent Variable. Dalam 

penjabarannya yang termasuk Dependent variable yaitu Perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Dan yang termasuk Indpendent Variable yaitu Pegawai 

Tetap. 

 

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah Penghasilan Kena Pajak 

yang merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan 

yang terutang. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu dengan 

cara Penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang 

sebenarnya. 

 

3.4  Jenis Dan Sumber Data 

1. Adapun jenis-jenis data adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara lansgung oleh penulis 

dengan cara observasi langsung kelapangan, wawancara dan sebagainya. 

Datanya merupakan data yang diperoleh dari sumber asli (tanpa melalui 

perantara). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, 

seperti datang yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, 

melainkan dari sumber kedua. 
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2. Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data 

skunder. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara dengan 

satu pihak yang ditunjukkan oleh UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk menghitung atau memotong  pajak 

penghasilan pasal 21, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti ini untuk memperoleh 

hasil yang lengkap dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan dengan Staff  

Pegawai UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesahatan Provinsi Sumatera 

Utara yang mengetahui cara mebghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

untuk memperoleh data peneliti dalam melengkapi penelitian ini. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 

menggunakan data gaji pada pegawai tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Perhitungan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 pada pegawai tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan dokumen lainnya yang berhubungan 

dengan data yang diperlukan. 
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3.6  Teknis Analisis Data  

 Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis 

data deskriptif. Yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis data 

yang di peroleh dari UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Utara.  

Adapun langkah-langkah teknis analasis yang akan dilakukan, yaitu : 

1. Melakukan wawancara secara langsung dengan mendatangi UPT Rumah 

Sakit Khusus Mata. 

2. Mengumpulkan data daftar gaji pegawai pada tahun 2020 dan menghitung 

jumlah gaji pegawai dari tunjangan-tunjangan yang ada pada UPT Rumah 

Sakit Khusus Mata. 

3. Melakukan Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji yang diperoleh pegawai tetap 

dan membandingkan hasil perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah 

Sakit Khus Mata dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. 

4. Menyimpulkan hasil dari perhitungan PPh Pasal 21 di UPT Rumah Sakit 

Khusus Mata Dinas Kesehatan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Utara 

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Sakit Khusus Mata merupakan salah 

satu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai 

tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat dalam hal pengobatan, 

perawatan dan pemulihan kesehatan mata masyarakat sesuai standart yang 

ditentukan, pengendalian, pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat 

provinsi. 

 

Cikal bakal berdirinya UPT Rumah Sakit Khusus Mata ini dimulai pada 

tahun 1995, atas prakarsa/inisiatif Kantor Wilayah Departemen Kesehatan  RI 

Provinsi Sumatera Utara dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

Utara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jerman dengan nama Helen 

Keller Internasional (HKI). 

 

Ada beberapa kali perubahan nama badan tersebut, pada tahun 1999 oleh 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan keputusan Menteri Kesehatan 

No. 442/Menkes/SK/VI/1999 Pra BKMM kemudian dilembagakan sebagai Balai 

Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Provinsi Sumatera Utara dan merupakan 

Unit Pelaksanaan Teknis. 
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Setelah beberapa kali perubahan nama instansi, maka pada tahun 2017 

UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini 

diresmikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Sumatera 

Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi dan saat ini beralamat di Jalan Kapt 

Sumarsono No. 1, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota 

Medan. 

 

4.1.2 Visi dan Misi UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan  

1. Visi UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara Adapun visinya yaitu “Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata 

yang bermartabat” 

2. Misi UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara  

a. Mewujudkan pelayanan yang berimandan bertakwa 

b. Mewujudkan pelayanan yang bertaraf, bermutu dan berorientasi 

c. Mewujudkan pelayanan dengan penuh rasa kemanusiaan, ketulusan, 

beradab dan berbudaya 

d. Mewujudkan tenaga SDM yang berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya 

saing dan mandiri 

e. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan indah. Terpelihara dan terjaga 

ekologinya 
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4.1.3 Struktur Organisasi UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, 2021 
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4.1.4 Uraian Pekerjaan 

Adapun uraian tugas Pekerjaan UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas  

a. Menyelenggarakan perumusan, penyususnan dan penyempurnaan, 

penetapan, pengaturan, pembinaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 

pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan 

teknis pembangunan kesehatan tingkat provinsi di bidang kesehatan 

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyalit, pelayanan kesehatan, 

serta sumber daya kesehatan tingkat provinsi. 

b. Menyelenggarakan penyususnan, penyempurnaan dan pengendalian 

penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi 

jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta standar 

teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja Dinas. 

c. Melaksanakan pengendalian Tugas dan Fungsi Dinas Serta 

pengkoordinasian penyususnan tugas-tugas teknis. 

d. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksaan 

tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai ketentuan yang ditetapkan. 

2. Dewan Pengawas 

Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus yang 

ditetapkan oleh menteri. 

3. Kepala UPT 

a. Melaksanakan pelayanan medis, pengobatan dan pemulihan kesehatan 

mata sesuai standar yang ditentukan. 
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b. Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan mata masyarakat berdasarkan 

pembinaan, pencegahan, pengendalian dan promosi kesehatan yang 

terkoordinasi dengan bidang terkait. 

c. Pelaksanaan pengembangan laboratorium kesehatan mata dan 

pelaksanaan rujukan kesehatan mata. 

d. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan 

disiplin pegawai pada lingkup UPT-nya. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

f. Menyelenggarakan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 

a. Melaksanakan urusan dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi 

umum, kepegawaian, hukum, pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia kesehatan serta administrasi rumah tangga dan perlengkapan 

UPT. 

b. Melaksanakan urusan yang ruang lingkupnya meliputi administrasi 

keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan barang milik negara, pengadaan 

barang dan jasa, perbendaharaan, verifikas, ganti rugi dan tindak lanjut 

laporan hasil pemeriksaan UPT. 

c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam 

penyempurnaan dan penyususnan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure 

(SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun 

ketentuan lainnya dalam penanganan urusan UPT. 
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d. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai di 

UPT. 

e. Melaksanakan penyusunan daftar dan penilaian 

aset/perlengkapan/inventaris UPT. 

f. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal, pengatur 

keamanan, kenyamanan, perawatan dan pemeliharaan rumah tangga 

UPT. 

Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh : 

1) Umum & Sarpras  

2) Kepegawaian 

3) Keuangan 

4) Perencanaan & Evaluasi 

5) Inventaris 

6) Rekam Medis 

5. Kepala Seleksi Penunjang Medis 

a. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi 

penunjang pelayanan dan non pelayanan serta keperawatan sesuai standar 

yang ditentukan dan pemenuhan standar mutu penunjang yang ditetapkan 

di UPT. 

Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi 

ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam 

urusan seksinya. 

b. Melaksanakan penyususnan, penyempurnaan dan pengendalian 

penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi 
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staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja 

seksinya. 

c. Melaksanakan pelaporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas 

yang telah ditetapkan kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 

6. Kepala Seleksi Pelayanan Medik : 

a. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi 

pelayanan medik berupa pengobatan dan pemulihan kesehatan mata 

masyarakat dan tindakan medik lainnya sesuai standar yang ditentukan 

pemenuhan standar mutu pelayanan yang ditetapkan di UPT. 

b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, 

evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap 

penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, 

tata laksana, standar, standard operating procedure (SOP), kebijakan, 

regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun kententuan lainnya 

dalam penanganan urusan seksinya. 

c. Melaksanakan pengembangan laboratorium kesehatan mata dan 

pelaksanaan rujukan kesehatan mata. 

d. Melaksanakan surveilans penyakit mata, gangguan funsi penglihatan dan 

kebutaan. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

7. Satuan Pengawas Internal 

a. Membantu kepala UPT dalam melaksanakan pemeriksaan intern 

keuangan dan operasional. 
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b. Memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan rumah sakit 

mengarah pada pencapaian tujuan dan sasarannya secara efektif, efesiensi 

dan ekonomis. 

c. Membantu Kepala UPT dalam meningkatkan Corporate Governance 

Rumah Sakit, terutama dengan efektifitas proses pengendalian 

manajemen resiko, implementasi etika sosial dan pengukuran kinerja 

rumah sakit. 

d. Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifijasi peluang-peluang 

untuk meningkatkan kehematan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan 

kegiatan di rumah sakit. 

8. Komite 

a. Meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerjadi rumah sakit 

dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan 

melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara mutu profesi 

staf medis, dan menjaga disiplin,etetika, dan perilaku profesi staf medis. 

b. Penyelenlenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan 

fisik dan mental, perilaku, etika profesi. 

c. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis. 

d. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan. 

e. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan dispiplin. 

9. TIM 

TIM disini bekerja bilamana ada hal tindakan operasi yang harus 

membutuhkan lebih dari satu orang tenaga dokter untuk melakukan tindakan 

operasi mata.  
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4.1.5 Jumlah Pegawai Tetap Sub Bag Tata Usaha UPT RS Khusus Mata 

Dinas Kesehatan 

Adapun jumlah seluruh pegawai pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jenis ketenagaan dan 

bidang keahlian (Tabel 4). 
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Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Upt Rs Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Utara 

No. Jenis Ketenagaan Jumlah 

I Tenaga Kesehatan  

 A Tenaga Dokter  

  2. Dokter Spesialis Mata 2 

  3. Dokter Spesial THT 2 

  4. Dokter  14 

 B Tenaga Keperawatan  

  2. S1 Keperawatan  10 

  3. D3 Keperawatan 20 

  4. D3 Kebidanan 3 

  5. D1 Kebidanan 1 

  6. SPK 2 

 C Kefarmasian  

  1. S1 Apoteker 2 

  2. S1 Farmasi 1 

  3. D3 Farmasi 4 

  4. SAA 1 

 D Kesehatan Masyarakat  

  1. S2 Kesehatan Masyarakat 2 

  2. S1 Kesehatan Masyarakat 15 

 E Gizi  

  1. D3 Gizi 1 

 F Laboratorium  

  1. D3 Analis 2 

  2. SMAK 3 

 G Refraksi  

  1. D3 Refraksi Optisi 4 

 H Fisiotrafis  

  1. D3 Fisio Trapis 1 

 I Tekhnisi Medis  

  1. D3 Teknik Elektromedik 1 

 J Rontgen  

  1. Rontgen 1 

II Tenaga Non Kesehatan  

 1. S1 Ekonomi 2 

 2. SMA 6 

 3. SMP 1 

JUMLAH 101 

Sumber : UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, 

(2021)  
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Dari Tabel 4.1 tersebut di atas, dapat dilihat untuk melakukan Perhitungan 

PPh Pasal 21 penulis akan memilih 10 (sepuluh) sampel daftar gaji pegawai tetap 

UPT Rumah Sakit  Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 

2020 untuk melakukan Perhitungan sesuai dengan rumusan masalah pada BAB I 

penelitian yaitu Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Penghasilan 

yang diperoleh Pegawai dan datanya dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Data Penghasilan Pertahun 2020 Pegawai Tetap UPT RS Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 

1. Dr T Yohanita,Sp.THT TK/0 IV/D 73.602.100 7.360.210 566.170 17.200.000 2.100.180 653.122 5.074.089 3.872.603 1.926.750

2. Dr Hj Farida Hanum TK/0 IV/C 73.725.400 16.800.000 869.040 607.008 4.600.072 3.501.956 1.494.950

3. Dr Duma Siahaan TK/0 IV/B 61.757.200 16.800.000 869.040 509.469 3.996.787 2.933.467 950.250

4. Adi Taufik Yulianda, SE K/2 III/D 60.226.943 6.022.700 2.409.080 3.476.160 3.086.931 3.761.091 3.261.289 34.950

5. Salman, SKM K/2 III/C 50.057.600 5.005.760 2.002.304 8.400.000 3.476.160 411.778 3.467.680 2.710.619 NIHIL

6. Retno Intan Juliani, S.Farm. Apt TK/0 III/B 32.799.700 869.040 2.864.070 1.826.640 1.557.986 NIHIL

7. Zul Salasa Akbar Lubis, SKM K/2 III/A 31.468.680 3.146.868 1.258.749 3.476.160 2.853.170 2.110.181 1.704.029 NIHIL

8. Iskandar, A.Md K/1 II/D 42.546.600 4.254.660 850.932 3.360.000 2.607.120 350.718 2.698.502 2.263.479 NIHIL

9. Eka Sada Oktaviani P, A.Md. R.O TK/0 II/C 28.081.960 869.040 2.755.037 1.585.302 1.333.893 NIHIL

10. Sukadi K/2 II/A 43.451.996 4.345.200 1.738.080 3.476.160 2.860.432 2.793.593 2.352.926 NIHIL

Pengurangan
PPh 

Terhutang

Istri/Suami 

(RP)
Anak (Rp)

Fungsional 

(Rp)

Beras 

(Rp)

Lain-lain 

(Rp)

Jabatan 

(Rp)

Pensiun 

(Rp)

Tunjangan

No Nama

Status 

Perkawin

an

Golongan
Gaji Pokok 

(Rp)

 

Sumber : UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara, (2020) 

 

4.2 Pembahasan 

Dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas 

Pegawai Negeri Sipil, gaji pegawai dihitung setiap bulannya sesuai dengan masa 

kerja pegawai, dan pada penghasilan bruto dihitung dengan menjumlahkan gaji 

pegawai, tunjangan, bonus, honorarium, dan sejenisnya. Yang dimana maksud 
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tunjangan dikenakan PPh 21 adalah tunjangan tetap seperti tunjangan keluarga, 

tunjangan fungsional, tunjangan  beras, dan tunjangan lain-lain. 

 

Dalam pengurangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, biaya jabatan 

dihitung 5% x penghasilan bruto dan dijumlahkan dengan iuran pensiun. 

Kemudian dikurangkan dengan penghasilan bruto sebulan untuk mengetahui 

penghasilan neto satu bulan dan satu tahun. 

 

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun dihitung dari total 

penghasilan neto dikurangi dengan PTKP pegawai. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 

21 sebesar tarif yang telah ditentukan Undang- Undang No 36 Tahun 2008. 

 

Dari data daftar gaji pada Tabel 4.1 maka dapat dihitung PPh 21 perbulan 

untuk Pegawai Tetap UPT RS Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara, yaitu: 

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Dr. T Yohanita, SP. THT 

Dr T Yohanita, SP. THT adalah pegawai negeri sipil golongan IV/D yang 

bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan 

status perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 73.602.100 yang apabila 

disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   73.602.100 

Tunjangan Istri/Suami Rp     7.360.210 

Tunjangan Anak Rp        566.170 

Tunjangan Fungsional Rp   17.200.000 

Tunjangan Beras Rp     2.100.180 

Tunjangan Lain-lain Rp        653.122 
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Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)  Rp 101.481.782 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  

5% x Rp 101.481.782  Rp 5.074.089 

Iuran Pensiun Rp 3.872.603    

Jumlah Pengurangan Rp     8.946.692  

Jumlah Penghasilan Neto (setahun) Rp   92.535.090 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp   92.535.000 

PTKP TK/0 RP   54.000.000 

Penghasilan Kena Pajak (setahun)  Rp   38.535.000 

PPh Pasal 21 Terutang: 

5% x Rp 38.535.090 = Rp 1.926.750 

PPh Pasal 21 sebulan = Rp 160.562,5 

 

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah 

sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 

 

2. Perhitungan PPh Pasal Dr. HJ. Farida Hanum  

Dr. HJ. Farida Hanum adalah pegawai negeri sipil golongan IV/C yang 

bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan 

status perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 73.725.400 yang disetahunkan, 

sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   73.725.400 
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Tunjangan Fungsional Rp   16.800.000 

Tunjangan Beras Rp        869.040 

Tunjangan Lain-lain Rp        607.008 

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)  Rp   92.001.448 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  

5% x Rp 92.001.448  Rp 4.600.072 

Iuran Pensiun   Rp 3.501.956 

   Jumlah Pengurangan   Rp     8.102.029  

   Jumlah Penghasilan Neto (setahun) Rp   83.899.419 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp   83.899.000 

PTKP TK/0 RP   54.000.000 

Penghasilan Kena Pajak (setahun) Rp   29.899.000 

PPh Pasal 21 Terutang: 

5% x Rp 29.899.000 = Rp 1.494.950 

PPh Pasal 21 sebulan  = Rp 124.579,1 

 

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah 

sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 

 

3. Perhitungan PPh Pasal 21 Dr. Duma Siahaan  

Dr. Duma Siahaan adalah pegawai negeri sipil golongan IV/B yang bekerja di 

UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status 
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perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 61.757.200 yang disetahunkan, sehingga 

perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   61.757.200 

Tunjangan Fungsional Rp   16.800.000 

Tunjangan Beras Rp        869.040 

Tunjangan Lain-lain Rp        509.496 

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)  Rp   79.935.736 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  

5% x Rp 79.935.736  Rp 3.996.787 

Iuran Pensiun   Rp 2.933.467 

Pengurangan Rp     6.930.254  

Jumlah Penghasilan Neto (setahun) Rp   73.005.482 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp   73.005.000 

PTKP TK/0 RP   54.000.000 

Penghasilan Kena Pajak (setahun) Rp   19.005.000 

PPh Pasal 21 Terutang: 

5% x Rp 19.005.000 = Rp 950.250 

PPh Pasal 21 sebulan = Rp 79.187,5 

 

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah 

sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 
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4. Perhitungan PPh pasal 21 Adi Taufik Yulianda, SE  

Adi Taufik Yulianda, SE adalah pegawai negeri sipil golongan III/D yang 

bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan 

status perkawinan K/20 dan gaji Pokok Rp 60.226.943 yang disetahunkan, 

sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   60.226.943 

Tunjangan Istri/Suami Rp     6.022.700 

Tunjangan Anak Rp     2.409.080 

Tunjangan Beras Rp     3.476.160 

Tunjangan Lain-lain Rp      3.086.931 

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)  Rp    75.221.814 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  

5% x Rp 75.221.814  Rp 3.761.091 

Iuran Pensiun   Rp 3.261.289 

Jumlah Pengurangan Rp     7.022.380  

Jumlah Penghasilan Neto (setahun)  Rp   68.199.434 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp   68.199.000 

PTKP K/2 RP   67.500.000 

Penghasilan Kena Pajak (setahun)  Rp        699.000 

PPh Pasal 21 Terutang: 

5% x Rp 699.000 = Rp 34.950 

PPh Pasal 21 sebulan  = Rp 2.912,5 
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Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah 

sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 

 

5. Perhitungan PPh Pasal 21 Salman, SKM  

Salman, SKM adalah pegawai negeri sipil golongan III/C yang bekerja di 

UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status 

perkawinan K/2 dan gaji Pokok Rp 50.057.600 yang disetahunkan, sehingga 

perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   50.057.600 

Tunjangan Istri/Suami Rp     5.005.760 

Tunjangan Anak Rp     2.002.304 

Tunjangan Fungsional Rp     8.400.000 

Tunjangan Beras Rp     3.476.160 

Tunjangan Lain-lain Rp        411.778 

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)  Rp    69.353.602 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  

5% x Rp 69.353.602  Rp 3.467.680 

Iuran Pensiun   Rp 2.710.619 

Jumlah Pengurangan Rp     6.178.299  

Jumlah Penghasilan Neto (setahun) Rp   63.175.303 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp   63.175.000 

PTKP K/2 RP   67.500.000 
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Penghasilan Kena Pajak (setahun) Rp                   0 

PPh Pasal 21 Terutang: NIHIL 

 

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah 

sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 

 

6. Perhitungan PPh Pasal 21 Retno Intan Juliani, S. Farm.Apt  

Retno Juliani, S. Farm.Apt adalah pegawai negeri sipil golongan III/B yang 

bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan 

status perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 32.799.700 yang disetahunkan, 

sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   32.799.700 

Tunjangan Beras Rp        869.040 

Tunjangan Lain-lain Rp     2.864.070 

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun)  Rp   36.532.810 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  

5% x Rp 36.532.810  Rp 1.826.640 

Iuran Pensiun   Rp 1.557.986 

Jumlah Pengurangan Rp     3.384.626  

Jumlah Penghasilan Neto (setahun) Rp   33.148.184 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp   33.148.000 

PTKP TK/0 RP   54.000.000 
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Penghasilan Kena Pajak (setahun) Rp                   0 

PPh Pasal 21 Terutang:  NIHIL 

 

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah 

sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 

7. Perhitungan PPh Pasal 21 Zul Salasa Akbar Lubis, SKM (K/2) 

Zul Salasa Akbar, SKM adalah pegawai negeri sipil golongan III/A yang 

bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan 

status perkawinan K/2 dan gaji Pokok Rp 31.468.680 yang disetahunkan, 

sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   31.468.680 

Tunjangan Istri/Suami Rp     3.146.868 

Tunjangan Anak Rp     1.258.749 

Tunjangan Beras Rp     3.476.160 

Tunjangan Lain-lain Rp      2.853.170 

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun) Rp    42.203.627 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  

5% x Rp 42.203.627  Rp 2.110.181 

Iuran Pensiun   Rp 1.704.029 

Jumlah Pengurangan Rp     3.814.210  

Jumlah Penghasilan Neto (setahun) Rp   38.389.417 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp   38.389.000 
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PTKP K/2 RP   67.500.000 

Penghasilan Kena Pajak (setahun) Rp                   0 

PPh Pasal 21 Terutang: NIHIL 

 

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitunga PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PER-

No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 

 

8. Perhitungan PPh Pasal 21 Iskandar, A.Md  

Iskandar, A.Md adalah pegawai negeri sipil golongan II/A yang bekerja di 

UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status 

perkawinan K/1 dan gaji Pokok Rp 42.546.600 yang disetahunkan, sehingga 

perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   42.546.600 

Tunjangan Istri/Suami Rp     4.254.660 

Tunjangan Anak Rp        850.932 

Tunjangan Fungsional Rp     3.360.000 

Tunjangan Beras Rp     2.607.120 

Tunjangan Lain-lain Rp        350.718  

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun) Rp   53.970.030 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  

5% x Rp 53.970.030  Rp 2.698.502 

Iuran Pensiun   Rp 2.263.479 
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Jumlah Pengurangan Rp     4.961.981  

Jumlah Penghasilan Neto (setahun) Rp   49.008.049 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp   49.008.000 

PTKP K/1 RP   63.000.000 

Penghasilan Kena Pajak (setahun) Rp                   0 

PPh Pasal 21 Terutang: NIHIL 

 

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitunga PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PER-

No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 

9. Perhitungan PPh Pasal 21 Eka Sada Oktaviani, A.Md R O  

Eka Sada Oktaviani, A.Md R O adalah pegawai negeri sipil golongan II/C 

yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara 

dengan status perkawinan TK/0 dan gaji Pokok Rp 28.081.960 yang 

disetahunkan, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   28.081.960 

Tunjangan Beras Rp        869.040 

Tunjangan Lain-lain Rp     2.755.037 

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun) Rp   31.706.037 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  

5% x Rp 31.706.037 Rp 1.585.302 

Iuran Pensiun Rp 1.333.893 
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Jumlah Pengurangan Rp     2.919.195  

Jumlah Penghasilan Neto (setahun) Rp   28.786.842 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp   28.786.000 

PTKP TK/0 RP   54.000.000 

Penghasilan Kena Pajak (setahun) Rp                   0 

PPh Pasal 21 Terutang: NIHIL 

 

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah 

sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1) 

 

10. Perhitungan PPh Pasal 21 Sukadi  

Sukadi adalah pegawai negeri sipil golongan II/A yang bekerja di UPT 

Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara dengan status 

perkawinan K/2 dan gaji Pokok Rp 43.451.996 yang disetahunkan, sehingga 

perhitungan PPh Pasal 21 nya yaitu: 

Gaji Pokok Rp   43.451.996 

Tunjangan Istri/Suami Rp     4.345.200 

Tunjangan Anak Rp     1.738.080 

Tunjangan Beras Rp     3.476.160 

Tunjangan Lain-lain Rp      2.860.432 

Jumlah Penghasilan Bruto (setahun) Rp    55.871.868 

Pengurangan: 

Biaya Jabatan  
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5% x Rp 55.871.868 Rp 2.793.593 

Iuran Pensiun Rp 2.352.926 

Jumlah Pengurangan Rp      5.146.519  

Jumlah Penghasilan Neto (setahun) Rp    50.725.349 

Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh 21 Rp    50.725.000 

PTKP K/2 RP    67.500.000 

Penghasilan Kena Pajak (setahun) Rp                    0 

PPh Pasal 21 Terutang: NIHIL 

 

 

ari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan 

dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan UPT Rumah Sakit Khusus Mata 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tata cara perhitungannya sudah 

sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 

 

4.2.1 Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 

Tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang 

diperoleh Pegawai Tetap UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Utara di atas, dihitung berdasarkan gaji pegawai dihitung 

dengan cara disetahunkan sesuai dengan golongan yang diterapkan pada instansi. 

Selanjutnya mencari penghasilan bruto menjumlahan gaji pokok pegawai dengan 

tunjangan-tunjangan yang diberikan pada instanti tersebut. Untuk Penghasilan 

Kena Pajak dapat diperoleh dari Penghasilan Neto yang dimana sudah dikurangin 

dengan biaya jabatan yang sudah ditentukan Undang-Undang Perpajakan dan 

iuran yang diterima pegawai tetap seusai golongan dikurangi dengan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status/tanggungan masing-masing pegawai. 
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Kemudian Pajak Penghasilan terutang dapat dihitung dari Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) dikali dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17.  

 

Setelah perhitungan PPh Pasal 21 ini dilakukan, kemudian PPh Pasal 21 

tersebut dipotong dan disetor  langsung oleh Bendahara Keuangan UPT Rumah 

Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera. Selanjutnya masing-

masing pegawai akan melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh pasal 21 

dalam setahun melalui SPT yang telah ditetapkan Peranturan Menteri Keuangan 

yang dibuat menggunakan e-spt online. SPT yang digunakan dalam pelaporan 

PPh pasal 21 adalah Formulir 1721 –A2 yang telah diberikan kepada masing-

masing pegawai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Hasil berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

pada bab sebelumnya mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 

maka penulis dapat menyimpulkan:  

1. Pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan atas gaji Pegawai Tetap atau 

Pegawai Negeri Sipil pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Utara,  sudah melakukan perhitungan dengan benar dan 

sesuai dengan PER-No.31/PJ/2012 Pasal 14 ayat (1). 

2. Perhitungan pajak yang terhutang atas tarif Pajak Penghasilan yang 

digunakan oleh UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Utara yang memiliki NPWP sudah sesuai dengan Undang-Undang 

No.36 Tahun 2008. 

3. Seluruh pegawai yang bekerja di UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, telah mengetahui hak dan kewajiban 

pajaknya, dan sudah patuh pajak atas PPh 21 yang diperoleh dari gaji 

pegawai yang akan dipotong setiap bulannya oleh Bendahara gaji dengan 

sistem pemungutan with holding system. 

4. Pelaporan Surat Pemberitauan Tahunan (SPT) yang dilakukan oleh masing-

masing pegawai negeri sipil UPT Rumah Sakit Khusus Mata Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan prosedur pelaporan 

SPT tahunan dan tepat waktu. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis yaitu: 

1. Perlunya pengetahuan tentang tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 pada UPT Rumah Sakit Khsuus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara agar pegawai dapat mengecek kembali potongan pajaknya dan terus 

menerapkan perhitungannya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-

undangan Perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi keliruan dalam 

memotong pajak dan merugikan pihak yang dipotong dan tidak bergantung 

kepada pihak pemotong. 

2. Sebaiknya dilakukan perincian peresentase terhadap pengurangan iuran pada 

gaji agar pegawai mengetahui berapa persentase dan darimana iuran tersebut 

dipotong. 

3. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pandemi pada UPT Rumah Sakit 

Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum diterapkan, 

sehingga peraturan tentang insentif terbaru masa pandemi Covid-19 tidak 

terlaksana, diharapkan adanya sosialisasi tentang Insentif Pandemi Covid-19 

terhadap PPh Pasal 21. 

4. Semoga hasil identifikasi Penerapan tata cara perhitungan pajak PPh 21 

terhadap gaji Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri Sipil pada UPT Rumah 

Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, bermanfaat 

bagi kita semua. 
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